CASCADING (POHON KINERJA)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH

MISI III : Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik
MISI IV : Meningkatnya Perekonomian Kabupaten yang Berkelanjutan

TUJUAN I : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
TUJUAN II : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten yang Berkelanjutan

SASARAN I : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
SASARAN II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

——

SASARAN STRATEGIS I

Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Indikator Kinerja (IKU)

Indeks Kepuasan Masyarakat

Target Realiasai
2021 | 2022 2021
A | A 90.65

SEKRETARIS

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN

Sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik Akuntabilitas Kinerja dan
Laporan Keuangan

1. Pemenuhan Komponen IKM
2. Pemenuhan Komponen SAKIP
3. Laporan Keuangan Tepat Waktu

Terinventarisasinya data
perizinan dan non perizinan

Keluarnya
Rekomendasi untuk
terbitnya izin dan non
perizinan

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Penata Perizinan Ahli Muda

Sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya Kualitas Penata
Usahaan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah

. Jumlah Dokumen Penatausahaan
Keuangan

. Jumlah Penyampaian Laporan
LPJ

. Jumlah Laporan Keuangan yang
disampaikan

™

=

Terinventarisasinya data
perizinan dan non perizinan

Keluarnya
Rekomendasi untuk
terbitnya izin dan non
perizinan

a Pelayanan A
Perkantoran dan Penyediaan Sapras
Aparatur dan Disiplin

1.P Pelayanan
Administrasi Perkantor dan
Sarana Prasarana Aparatur

. Persentase Peningkatan Disiplin
Kapasitas Aparatur

™

Penata Perizinan Ahli Muda

Sasaran

Indikator Kinerja

Terinventarisasinya data
perizinan dan non perizinan

Kelaurnya
Rekomendasi untuk
terbitnya izin dan non
perizinan

Analis Perencanaan

Penata Perizinan Ahli Muda

Sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

1. Jumlah Dokumen Perencanaan

2. Jumlah Penyampaian Laporn
Kinerja

3. Jumlah Laporan Kinerja yang
disampaikan dalam Satu Tahun

Terinvetarisasinya data
perizinan dan non perizinan

Keluarnya
Rekomendasi untuk
terbitnya izin dan non
perizinan

SASARAN STRATEGIS I
Meningkatnya Investasi Daerah
Indikator Kinerja (IKU) Target Realisasi
Persentase Peningkatan Investasi Daerah 2021 | 2022 2021
162M | 232 M 1,1 Trilyun

KEPALA BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
3. Tersedianya Produk Hukum Daerah
Bidang Perizinan dan Penanaman Modal

Kualitas Pelayanan
Publik

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja
1. Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat . P
2. Tersedianya Data Pengelolaan Meningkamya lvestasi Di e, vbuhan Nilai Investasi Daerah
. b N . Daerah
M P terhadap

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN
IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatkan Investasi
Daerah

1. Tersedianya data/Informasi
Pengembangan Penanaman Modal di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Tersedinya data/ informasi
Promosi Penanaman Modal

. Terlaksannya promosi potensi
daerah dan produk unggulan daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Analis Kebijkan Ahli Muda

Pranata Komputer Ahli Muda

Kualitas dan Kinerja |Terlaksananya Survey Kepuasan

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja
o . 1.Tersedinya Data dan Informasi
! a Ter layanan dan Perkembangan Realisasi Penanaman
Kualitas Pelayanan |pengelolaan pengaduan masyrakat ’
N o Modal
Publik Terhadap terhadap pengguna layanan perizinan dan Meningkatnya Investasi Di _|2- Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi
Masyarakat non perizinan Daerah Perizinan dan Non Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik yang di
Analis Kebijkan Ahli Muda laksanakan
Sasaran Indikator Kinerja
. 1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat . - .
Meningkatnya emr!g atnya Besa dmr,l . asyaraia Analis Kebijkan Ahli Muda
. akan perizinan dan non perizinan
Kualitas Pelayanan
Publik 2. Tersusunnya prosuk hukum daerah Sasaran Indikator Kinerja
bidang perizinan dan penanaman modal
Meningkatnya Investasi Di |Sosialiasi Aturan Dan Ketentuan
Daerah Pelaksanaan Penanaman Modal
Analis Kebijkan Ahli Muda
Sasaran Indikator Kinerja
Meningkatnya Analis Kebijkan Ahli Muda

Sasaran

Indikator Kinerja

Pelyanan sesuai
dengan kebutuhan
masyarakat

Masyarakat ( IKM ) terhadap p
layanan perizinan dan non perizinan

Meningkatnya Investasi Di
Daerah

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan

P P

Penanaman Modal

Analis Kel

bijakan Ahli Muda

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya Investasi
di Daerah

Tersedianya Data/ Infomasi
Pengembangan Penanaman Modal di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Analis Kel

bijakan Ahli Muda

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya Investasi
di Daerah

Tersedianya Data/ Informasi promosi
penanaman modal

Analis Kel

bijakan Ahli Muda

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya Investasi
di Daerah

Terlaksannya Promosi Potensi
Daerah dan Produk Unggulan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat
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CASCADING

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Visi : Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah ( Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompotitif, Aman dan Harmonis )

MISI III : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( Good Govermence )

Tujuan /

Sasaran/ | Tujuan OPD Indl,k arot Sasaran OPD Indikator Program ndikator Program|  Kegiatan Indll'(ator Sub Kegiatan Indlka'tor Sub
Tujuan Sasaran Kegiatan Kegiatan
RPJMD
4 Produk
Hukum
1. Penyediaan
Pelayanan Terpadu |1. Jumlah Proses
Perizinan dan Non |Pelayanan
Perizinan berbasis |Penerbitan
Sistem Pelayanan  |Perizinan dan
Perizinan Berusaha |Non Perizinan
Terintegrasi secara |secara elektronik
Elektronik
3.L. 5 Pemant 2. Jumlah
Terselenggara Pelayanan P‘ emag avan dokumen
nya tat-akelola Perizinan dan Keme{lu an permohonan
pemerintahan Non Perizinan omitmen perizinan dan non
daerah yan Perizinan dan Non S .
' yang secara Terpadu Jumlah Perizi perizinan yang di
efEk_“f’ Program Jumlah Produk  |Satu Pintu di Perizinan dan Permnan Modal validasi dan di
efisien, dan Pelayanan Perizinan (Jumlah |bidang Non Perizinan cnanaman MOAal |0 o . fikasi
akuntabel Penanaman Jenis/ Kelompok |Penanaman yang
Tersedianya Modal Izin) M0d.a1 yang diterbitkan 3. Penvediaan
; menjadi - reny
Terwujudnya Produk Hukum L K ltasi
Kewenangan ayanan Konsultasi|,
Pelayanan . tentang - Jumlal
oL Meningkatnya .. Daerah/ dan Pengelolaan
Perizinan dan |Indek Kualitas Perizinan dan Pengaduan Pelayanan
Non Perizinan |[Kepuasan Non Perizinan Kabupaten/ Kota Konsultasi dan
sesuai Masyarakat Pelayanan secara terpad Masyrakat terhadap Pengaduan yang
K but h IKl\i Perizinan dan dibid padu Pelayanan Terpadu di tidaklaniuti
coutuhan ( ) Non Perizinan | >4ang Perizinan dan Non v
dan Harapan Penanaman Perizinan
Masyarakat Modal yang
Berkualitas
4. Koordinasi dan  [4. Jumlah Produk
Sinkronisasi Hukum
Penetapan pemberian
3.1.2. Pemberian fasiltas insentif
Meningkatnya Fasilitas/ Insentif |daerah yang
Kualitas Daerah ditertibkan
pelayanan
Publik
1. Pengelolaan,
Pengelolaan Data Penyajian dan
. . 1. Jumlah
Program Meningkatnya dan Informasi Penerapan Pemanfaatan Data
. . .. .. . Pengelolaan
Pengelolaan Data [Kualitas Sistem  |Perizinan dan Perizinan dan Infromasi X .
B .. .. . Sistem Informasi
dan Sistem Perizinan Non Perizinan  |Berusaha Perizinan dan Non
. . . . . .. . |Pelayanan
Informasi berusaha yang terintegrasi |Terintegrasi  |Perizinan berbasis Perizinan
Penanaman terintegrasi secara |pada tingkat secara Sistem Pelayanan Terinteerasi
Modal elektronik Daerah elektronik Perizinan Berusaha er .
. R Secara Elektronik
Kabupaten/ Kota Terintegrasi secara

Elektronik




MISI IV : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Maju

Tujuan /
Indikarot Indikator . . Indikator . Indikator Sub
Sasaran/ | Tujuan OPD l. Sasaran OPD ! Program ndikator Program  Kegiatan l. Sub Kegiatan ; . "
RPJMD Tujuan Sasaran Kegiatan Kegiatan
Jumlah nilai
Investasi
nasional
(PMDN/PMA)
1. Penyusunan 1. Tersedianya
Penvelengearaan | Jumlah Promosi Strategis Promosi Dokumen Strategis
Prm};osi g8 Potensi dan Penanaman Modal  |Promosi
N Penanaman Modal
. Penanaman Modal |Peluang
Program Promosi |Jumlah Calon L L
Penanaman Modal |Ivestor yang menjadi Investasi di > Pelak
kewenangan Daerah sesuai - Pelaksanaan 2. Terla!(sannya‘
Dacerah Kabupaten/ |Strategi yang Kegiatan Promosi Promosi Potensi
Kota direncanakan | Penanaman Modal Jdan Peluang
Dacrah Kabupaten/  |Investasi
Kota
1. Koordinasi dan 1. Tersedinya Data
Sinkronisasi dan Informasi
Pemantauan Perkembenagan
Pelaksanaan Realisasi
Penanaman Modal ~ [Penanaman Modal
. Meningkatnya 2. Koordiansi dan 2. Jumlah
4.1. Pengendalian Pemahaman Sinkronisasi Pelaksanaan
Pertumbuhan Program M b katnya P Pelaku Usaha  |Pembinaan Sosialisasi/
Ekonimi Pengendalian Kualitas . Pena.nama.n Modal Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Kabupaten Pelaksanaan Pengendalian yang menjadi Ketentuan Penanaman Modal  |Aturan Ketentuan
yang Penanaman Modal Pelaksanaan Kewenangan Pelaksanaan Pelaksanaan
berkelanjutan Penanaman Modal |Daerah Kabupaten/ Penanaman Modal
Jumlah Calon Penanaman
Kota terhadap Pelaku
Investor (PMA Modal . P
dan PMDN ) 3. Koordinasi dan ~ [3. Jumlah
Meningkatnya Persentase yang Sinkronisasi Perusahaan yang
Penanaman . Meningkatnya  |menyatakan Pengawasan dilakukan
Peningkatan . X
Modal yang X Investasi Daerah |minat dan Pelak P
X Investasi L. =
Berkelanjutan mengurus 1zin Penanaman Modal  |Pelaksanaan
pendaftaran Penanaman Modal
;nodal 1. Penetapan 1. Produk Hukum
Penetapan Kebijakan Daerah Daerah
Pemberr,ian Mengenai Fasilitas /
4.1.1. o . Insentif dan
Meningkatnya Fasilitas / Insentif Kemudahan
Perekonomian di bidang Tersedianya N Magal
1an Moda
Kabupaten Penanama_n Modal Produk Hukum 2. Evaluasi 2. Terlaksananya
iﬂng menjadi Daerah Pelaknsanaan Monitoring dan
ewenangan Pemberian Fasilitas / |Evaluasi
Dacrah Kabupaten Insentif dan Perusahaan dalam
Program . / Kota Kemudahan Kabupaten
Pengembangan Jum.lah Kebijakan Penaman Modal Tanjung Jabung
Iklim Penanaman |- chingkatan Gl 1. Penyusunan 1. Tersedianya
Modal Penanaman Modal Rencana Umum Dokumen Revisi
Tersedianya Penanaman Modal ~ [Rencana Umum

Pembuatan Peta
Potensi Investasi
Kabupaten / Kota

data/ informasi
dan Peta Potensi
serta Peluang
Usaha di
Kabupaten
Tanjung Jabung
Barat

Dacerah Kabupaten /
Kota

Penanaman Modal
Daerah

. Penyediaan Peta
Potensi dan Peluang
Usaha Kabupaten /
Kota

2. Tersedianya
Data / Informasi
Pengembangan
Penanaman Modal
di Kabupaten
Tanjung Jabung
Barat
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